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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan
dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan
solus penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan
menganalisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif
melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual dengan
menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analitis. Prinsip exceptio non adimpleti contractus dapat
diterapkan dalam permohonan Kepailitan maupun PKPU, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan
PKPU dapat menolak permohonan PKPU karena konsep utang menjadi tidak sederhana, dalam perkara
permohonan PKPU ini para pihak tidak dapat menunjukan perjanjian yang menjelaskan mengenai kapan
jatuh waktu dari utang yang didalilkannya sehingga dapat ditagih maka sulit untuk menentukan kapan jatuh
waktunya utang tersebut sehingga masih diperlukan suatu pembuktian rumit dan tidak sederhana. Adapun
prinsip pembuktian sederhanaterkait utang debitor sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU juga
diterapkan di dalam pemeriksaan permohonan PKPU, hal mana menyebabkan permohonan PKPU ditolak
oleh Hakim Pengadilan Niaga karena utang debitor memerlukan pemeriksaan yang rumit (tidak sederhana)
sehingga tidak memenuhi prinsip utang yang sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK-
PKPU. Dengan demikian pemeriksaan perkara permohonan PKPU juga menerapkan prinsip pembuktian
sederhana sebagai mana yang diterapkan dalam permohonan Pailit.

...... Law of The Republic Of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of
Payment has provided settlement of the debt and credit problems, namely by bankruptcy and/or with a
suspension of payment (PKPU) which is expected to provide solutions for both parties, creditors and
debtors. This study aims to analyze the Principles of Exceptio Non-Adimpleti Contractus and simple
justification in cases of Suspension of Payment. This study uses a juridical-normative research method
through a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach by presenting the research
results in descriptive-analytical form. The principle of exceptio non adimpleti contractus can be applied in
Bankruptcy and PKPU applications, the Panel of Judges can reject the PK PU Application because the Debt
concept is not simple, in this PKPU’ s application, agreement which explaining debt overdue and collectible
cannot be proved by both parties. Then, complicated justification related the debt and the duetimeis
needed. The principle of Simple Justification according to Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU isaso
applied in the examination of PKPU applications, which causes the PKPU application to be rejected by the
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Judge of the Commercial Court because the debtor's debt requires a complicated (not simple) justification,
simple debt principle asreferred to in Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU. Thus, the examination of the
PKPU application applies the simple principle of proof as applied in the Bankruptcy application.



